SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DALAM HAL
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO MELALUI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

Menimbang

CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, terdapat
perubahan kebijakan mengenai penggunaan, pemantauan, dan
evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);

bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/923-keuda
tertanggal S5 Februari 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan
Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait
Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk
Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID,
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020, terdapat beberapa penyesuaian terhadap
pelaksanaan DBHCHT khususnya untuk pemetaan urusan dan
kegiatan pada perangkat daerah yang melaksanakan DBHCHT;
bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf
b, pelaksanaan DBHHCT baru bisa terlaksana pada Tahun
2021 dan perlu penyesuaian-penyesuaian pengalokasian
belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 termasuk dalam hal Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah;
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Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Juncto Pasal 39
dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
disebutkan bahwasanya penyusunan perencanaan kebutuhan
barang milik daerah dilakukan setiap tahunnya setelah
Rencana Kerja SKPD disusun, dan dapat dilakukan perubahan
pada saat perubahan APBD dan/atau pada saat kondisi
darurat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d serta demi
terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel dan
efisien, maka perlu menetapkan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah Dalam Hal Pengadaan Barang Milik Daerah
Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo Melalui Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan = Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);
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10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DALAM HAL PENGADAAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO MELALUI
ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

4. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan
tindakan yang akan datang.

5. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD,
adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan RKBMD Dalam Hal Pengadaan Barang
Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
Melalui Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3
RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan RKBMD Dalam Hal
Pengadaan Barang Milik Daerah di luar RKBMD yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 145 Tahun 2020 tentang Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan Dan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota

Probolinggo.

Pasal 4
Daftar RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
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Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Juli 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLONGGO TAHUN 2021 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014
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